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Abstrak
 

Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama

menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses

pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang

terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan izin perpanjangan

pembangunan reklamasi. Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan sepanjang mana perjanjian jual

beli dalam proyek Pluit City dapat dikategorikan sebagai <em>force majeur </em>dengan adanya hambatan

yaitu moratorium pembangunan tanah reklamasi dan perpanjangan izin pembangunan reklamasi. Untuk

menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini

adalah bahwa memang terdapat berbagai regulasi yang menjadi payung hukum pembangunan reklamasi di

Indonesia, kemudian juga bahwa dalam perjanjian jual beli proyek pluit city antara pengembang dengan

konsumen terdapat sebuah peristiwa <em>force majeur </em>dengan adanya moratorium pembangunan

lahan reklamasi dan juga adanya hambatan perpanjangan izin reklamasi.

......This thesis discuss related to reclamation regulations and their problems in Indonesia. Especially

highlighting the development of Island G by PT. Muara Wisesa Samudera in the Pluit City Project. In the

process of building reclamation on Pulau G as the land of to be built by the Pluit City project by the

developer, there are several obstacles including the moratorium and obstacles to the extension of the permit

for the extension of the reclamation development. This study will discuss the extent to which the sale and

purchase agreement in the Pluit City project can be categorized as a force majeur with obstacles, namely the

moratorium on land reclamation development and the extension of the reclamation development permit.

This thesis use a juridis normative research. The result of this study are there are indeend various regulation

for reclamation development in Indonesia then also that in the sale and purchase agreement of the Pluit City

project between the developer and the consumer there is a force majeur even with a moratorium on the

development of reclamation land and also obstacles in extending the permit of reclamation
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